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Pajak Natura?



Pengertian Imbalan Natura dan Imbalan Kenikmatan 3

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk barang 

selain uang. 

Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet 

digital. 

Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan 

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (pindah kepemilikan).

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk kenikmatan” adalah imbalan dalam bentuk 

hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. 

Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva 

pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.



Natura dan/atau Kenikmatan Dikecualikan dari Objek PPh UU PPh 4



Natura dan/atau Kenikmatan Dikecualikan dari Objek PPh UU PPh

Sebelum UU HPP, Natura bukan biaya dan bukan
penghasilan (non deductible – non taxable).

Setelah UU HPP, Natura menjadi biaya dan 
penghasilan (deductible – taxable)

❖ Berarti : dibiayakan di pemberi natura, dan menjadi

penghasilan di penerima (cek syarat 3M)

❖ Jika tidak dapat dibiayakan, atau tidak dibiayakan, 

maka bukan penghasilan bagi penerima (Equalisasi

Objek)
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Natura dan/atau Kenikmatan menurut PP55 6
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BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PP55 7
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Natura dan/atau Kenikmatan menurut PP55 8



Pembiayaan Natura dan/atau Kenikmatan menurut PMK 66 9

Pasal 2 Pembebanan Biaya

Merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)

Merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara 

pemberi kerja dan Pegawai.

Adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak

Kenikmatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan 

atau amortisasi

Masa manfaat kurang dari 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.

Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan

Berlaku sejak tahun buku 2022 dimulai
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Pasal 3 Objek Pajak Penghasilan

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, 

sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh

Berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.

Adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak

Dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.

Bersumber dari aktiva:

a. pemberi penggantian atau imbalan; dan/atau

b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi,

untuk dimanfaatkan oleh penerima. 

Berlaku sejak tahun buku 2022 dimulai
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Pasal 4 Pengecualian Objek PPh

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura 

dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai;

b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan 

pekerjaan;

d. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN / APBD, dan/atau 

APBDesa; atau

e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut diatur di PMK 66 kecuali tentang natura dan atau
kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDesa, 
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Pasal 5 Makan Minum Seluruh Pegawai

Makanan dan/atau minuman 

yang disediakan pemberi kerja 

di tempat kerja

kupon makanan dan/atau 

minuman bagi Pegawai bagian 

pemasaran, bagian 

transportasi, dan dinas luar 

lainnya

bahan makanan dan/atau 

bahan minuman bagi seluruh 

Pegawai dengan batasan 

nilai tertentu

Kupan adalah:

a. alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan 

makanan dan/atau minuman.

b. merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran 

untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di 

luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh Pegawai 

bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

Nilai kupon:

a. Rp2.000.000 per Pegawai per bulan; atau

b. nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman yang 

disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja 

Kupon diatas Rp2juta merupakan objek pajak

Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam

rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura  

dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertent
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Pasal 5 Pengecualian Objek PPh

Contoh Penerapan Kupon Makanan/Minuman

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai 

Rp2.500.000,00/Pegawai/bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar 

kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan 

minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. 

Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00/Pegawai divisi pemasaran/bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi 

nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu 

rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam 

bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 

Rp2.700.000,00 –  Rp2.500.000,00 = Rp200.000,00.

Makan Minum Seluruh Pegawai



Pembiayaan Natura dan/atau Kenikmatan menurut PMK 66
Pasal 6 Natura dan Kenikmatan Yang harus Disediakan
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Pasal 7 Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Merupakan jenis-jenis natura 

dan/atau kenikmatan terperinci 

disertai dengan batasannya 

(negative list)

Batasan dapat berupa:

a. Kriteria penerima dan/atau nilai, 
untuk natura; atau

b. Kriteria penerima, nilai dan/atau 
fungsi, untuk kenikmatan

Selisih lebih nilai natura/kenikmatan 

yang diterima –  batasan berupa nilai 

tertentu = objek PPh

Perincian natura dan/atau 

kenikmatan dan contoh 

penghitungan terlampir
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu

Perpres 7 / 2019
Perpres 7 / 2019
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu
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Pasal 7 Pengecualian Objek PPhJenis dan/atau Batasan Tertentu



Pembiayaan Natura dan/atau Kenikmatan menurut PMK 66 22

Pasal 8 Pengecualian Objek PPhDaerah Tertentu
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Pasal 9 Pengecualian Objek PPhKriteria Daerah Tertentu
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Pasal 10 Pengecualian Objek PPhPemberian Daerah Tertentu
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Pasal 12 Pengecualian Objek PPhDaerah Tertentu
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Pasal 22 Dasar Penilaian

dinilai berdasarkan ketentuan:
a. nilai pasar untuk imbalan dalam bentuk 

natura; dan/atau
b. Jumlah biaya yang dikeluarkan atau 

seharusnya dikeluarkan pemberi untuk 
penggantian atau imbalan dalam 
bentuk kenikmatan.

Dalam hal natura merupakan barang yang dari semula 
ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam 
bentuk:

a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai 

pasar; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan 

harga pokok penjualan.

Penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih 

dari 1 (satu) bulan yang diberikan sehubungan dengan 

pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan 

kenikmatan.

Dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 

(satu) penerima atas suatu fasilitas maka dasar penilaian 

dialokasikan secara  proporsional  berdasarkan  

pencatatan  pemanfaatan kenikmatan.
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Pasal 4 Pengecualian Objek PPh
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Pasal 4 Pengecualian Objek PPh
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Pasal 4 Pengecualian Objek PPh
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Pasal 4 Pengecualian Objek PPh
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Pasal 24 Kewajiban Lapor di SPT Tahunan

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam 
bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 
1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan 
pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian 
atau imbalan, atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar 

sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan.
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Pasal 27 Mulai Berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. 

kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan 
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan mulai berlaku untuk penghasilan 
yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023;

PP 55
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